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LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 

Seperti telah kita ketahui semuanya, bahwa 

dalam pelaksanaan ekspor Surat Keterangan 

Asal mempunyai peran penting. Surat 

Keterangan Asal atau sering disebut SKA 

adalah dokumen pendukung ekspor untuk 

membuktikan barang ekspor Indonesia telah 

memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia 

(Rules of Origin of Indonesia).  Jadi untuk dapat 

diterbitkannya SKA para Eksportir atau Importir 

harus terdahulu memenuhi suatu aturan 

main yang berupa persyaratan wajib tertentu 

yaitu Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) 

atau yang sering disebut dengan “ROO”.  Jika 

tidak dapat memenuhi ROO maka SKA tidak 

dapat diterbitkan. Seperti apakah ROO itu? 

Bagaimana pengaturannya di Indonesia? 

Penulis akan menjelaskan lebih lanjut dalam 

paragrap berikutnya.

Pengaturan ketentuan asal barang Indonesia 

hingga tahun 2014 belum ada payung 

hukumnya. Pengaturan yang menjadi dasar 

pengaturan mengenai ketentuan asal 

barang Indonesia (Rules of Origin) selama ini 

hanya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 

tentang Pengesahan Agreement Establishing 

GARIS BESAR PENGATURAN PERATURAN MENTERI GARIS BESAR PENGATURAN PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/10/2014    PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/10/2014    
TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA 

(RULES OF ORIGIN OF INDONESIA)(RULES OF ORIGIN OF INDONESIA)
Lina Rachmatia

the World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3564). 

Oleh karena itu sebagai langkah langkah 

harmonisasi pengaturan hukum di Indonesia 

pemerintah Indonesia merasa perlu untuk 

dapat menerbitkan Peraturan yang mengatur 

tentang ketentuan asal barang ekspor 

Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat 

dari peraturan per Undang-Undangan 

sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing the World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3564);

3. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 

1971 tentang Penetapan Pejabat 

yang Berwenang Mengeluarkan Surat 

Keterangan Asal;

4. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 

13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan 

Umum di Bidang Ekspor.

SUBSTANSI DAN PENGATURAN SUBSTANSI DAN PENGATURAN 

Sebelum kita beranjak pada pembahasan 

substansi Permendag Nomor                      77/M-DAG/

PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang 

Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia), ada 

baiknya mengetahui istilah yang nantinya 

sering menjadi substansi pembahasan 

didalamnya. Semua defi nisi tersebut berada 

dalam Pasal 1, yaitu:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules 

of Origin of Indonesia) adalah peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan 

administratif yang bersifat umum yang 

diterapkan untuk menentukan asal 

barang Indonesia.

2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules 

of Origin of Indonesia) Preferensi adalah 

ketentuan mengenai asal barang 
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GARIS BESAR KETENTUAN ASAL BARANG (ROO) GARIS BESAR KETENTUAN ASAL BARANG (ROO) 
DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS 

(FREE TRADE AGREEMENT/FTA)(FREE TRADE AGREEMENT/FTA)
Evi Eriawati. T.

Hal ini sedikit berbeda dengan negara-

negara lain yang telah memiliki unit 

ROO di dalam struktur organisasinya. 

Sebut saja misalnya Korean Customs Services 

(KCS) yang memiliki unit FTA dan yang 

menangani masalah FTA sejak negosiasi 

sampai dengan implementasi. Begitu juga 

Jepang yang memiliki unit yang sama, serta 

China Customs. Bahkan beberapa administrasi 

pabean di negara ASEAN juga telah memiliki 

unit ini, seperti Singapore, Malaysia, Viet Nam, 

Thailand, dan sebagainya.

Ketentuan ROO telah diatur di dalam  masing-

masing perjanjian pembentuk skema FTA itu 

sendiri, juga secara prinsip kriteria origin ini 

telah mulai dicoba untuk diselaraskan oleh WTO 

sebagaimana diatur di dalam WTO Agreement 

on ROO. World Customs Organization (WCO) 

juga memiliki concern yang luar biasa terkait 

ROO sebagaimana secara khusus diatur di 

dalam Specifi c Annex K the Revised Kyoto 

Convention (RKC) yang merupakan guidance 

utama bagi sistem kepabeanan dunia. Adapun 

untuk penerapan ROO bagi para anggotanya, 

selain adanya Technical Committee on 

ROO, WCO juga memiliki unit baru yang 

khusus menangani ROO, sebagaimana juga 

unit lainnya yang menangani nilai pabean 

(customs valuation) dan Harmonized System 

(HS). Sebagaimana diketahui bahwa kriteria 

origin wajib dicantumkan di dalam SKA (COO), 

dan untuk memudahkan implementasinnya 

disepakatilah seluruh kriteria origin yang 

digunakan dalam setiap skema FTA akan 

dicantumkan di dalam overleaf notes masing-

masing  form  SKA (COO), FTA yang digunakan. 

Pada dasarnya ROO adalah untuk mendapatkan  

tarif preferensi. Preferensi hanya digunakan 

untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau 

pembebasan tarif bea masuk yang diberikan 

oleh suatu negara atau sekelompok negara 

berdasarkan ketentuan dalam perjanjian 

internasional yang telah disepakati atau 

berdasarkan penetapan sepihak dari suatu 

negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, 

sebagai 

Contoh:Contoh:

ROO dalam AANZFTA bertujuan untuk 

melindungi integritas pasal-pasal perdagangan 

barang dalam AANZFTA. Adapun Pasal-pasal 

mengenai ROO dalam AANZFTA tercantum 

dalam:

v Chapter 3 perjanjian,  yang diberi judul 

“Rules of Origin”; dan

v Annex dari Chapter 3 (Rules of Origin), 

yang diberi judul “Operational Certifi cation 

Procedures”.  Annex ini juga memasukkan 

dua Appendices yang mengatur : 
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dan syarat administrasi dalam Pasal 4 

Permendag Nomor  59/M-DAG/PER/12/2010 

telah terpenuhi, maka SKA dapat diterbitkan.

Kriteria Asal Barang (Origin Criteria) untuk  

barang yang telah memenuhi kandungan nilai 

tambah hanyalah Barang yang berdasarkan 

penghitungan jumlah nilai tambah Barang 

ekspor Indonesia terhadap bahan baku impor 

dan/atau bahan baku yang tidak diketahui 

asal barangnya tersebut memiliki nilai 

tambah (Pasal 9 Permendag No. 77/M-DAG/

PER/10/2014) dengan menggunakan metode 

langsung (Direct Consignment) atau metode 

tidak langsung (Indirect Consignment).

Dalam Pasal 10 Permendag No. 77/M-DAG/

PER/10/2014, Kriteria asal barang (origin 

criteria) dalam hal adanya perubahan klasifi kasi 

tarif (change in tariff  classifi cation) terhadap 

barang yang memenuhi kriteria perubahan 

klasifi kasi tarif (change in tariff  classifi cation) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

c yaitu hanya barang yang mengalami 

perubahan mendasar pada barang yang 

diproduksi di Indonesia dengan menggunakan 

bahan baku impor yang ditandai dengan 

perubahan klasifi kasi tarif. Perubahan 

klasifi kasi tarif (change in tariff  classifi cation) 

sebagaimana dimaksud berupa:

a. perubahan klasifi kasi pada tingkat dua 

digit Harmonized System (Bab), empat 

digit Harmonized System (Pos Tarif ), atau 

enam digit Harmonized System (Sub 

Pos Tarif ), untuk Ketentuan Asal Barang 

Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) 

Preferensi;

b. perubahan klasifi kasi pada tingkat 

enam digit Harmonized System (Sub 

Pos Tarif ), untuk Ketentuan Asal Barang 

Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) 

Non Preferensi yang tidak diatur dalam 

perjanjian internasional. 

Kriteria asal barang (origin criteria) dalam 

proses khusus atau Specifi c Process dalam 

Pasal 11 dapat berupa perubahan reaksi kimia 

atau tahapan proses produksi sesuai dengan 

ketentuan dalam perjanjian internasional yang 

telah disepakati.

Suatu barang dalam Pasal 12 Permendag No. 

77/M-DAG/PER/10/2014 dapat dinyatakan 

memenuhi kriteria pengiriman  atau 

consignment criteria apabila memenuhi 

ketentuan sebagai berikut:

a. dikirimkan secara langsung dari Indonesia 

ke negara tujuan ekspor dan tidak transit 

di negara lain; atau

b. transit disalah satu atau lebih negara 

dalam hal: 

1) transit barang dimaksud hanya 

berlaku untuk alasan geografi s 

atau pertimbangan khusus terkait 

persyaratan pengangkutan;

2) Barang tersebut tidak 

diperdagangkan atau dikonsumsi di 

negara tujuan transit; dan

3) tidak mengalami proses produksi 

selain bongkar muat dan tindakan 

lain yang diperlukan untuk menjaga 

agar barang tetap dalam kondisi 

baik.

Terhadap Barang yang telah memenuhi kriteria 

asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman 

(consignment criteria), dan ketentuan 

mengenai proses penerbitan SKA (procedural 

provision) sebagaimana dimaksud dalam 

ditetapkan oleh Permendag No. 77/M-DAG/

PER/10/2014 maka dapat ditetapkan dan 

dianggap sebagai Barang asal Indonesia 

(Indonesia originating goods).

Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014 ini 

dan ditandatangani tanggal 14 Oktober 2014 

dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. 

Dengan berlakunya Permendag tersebut maka 

sejak tanggal 14 oktober 2014 Indonesia telah 

memiliki Peraturan PerUndang-Undangan 

yang mengatur tentang Ketentuan Asal 

Barang (ROO) Indonesia.
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Indonesia yang digunakan untuk 

memperoleh fasilitas pengurangan atau 

pembebasan tarif bea masuk di negara 

tujuan ekspor. 

3. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) 

Non Preferensi adalah ketentuan 

mengenai asal barang Indonesia dengan 

tidak memperoleh fasilitas pengurangan 

atau pembebasan tarif bea masuk di 

negara tujuan ekspor.

4. Eksportir adalah orang perseorangan atau 

lembaga atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum, yang melakukan ekspor.

5. Barang adalah barang mentah, barang 

setengah jadi, atau barang jadi.

6. Barang asal Indonesia (Indonesia 

originating goods) adalah Barang 

yang berasal dari Indonesia yang telah 

memenuhi Ketentuan Asal Barang 

Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).

7. Surat Keterangan Asal (Certifi cate of 

Origin) yang selanjutnya disingkat SKA 

adalah dokumen yang membuktikan 

bahwa barang ekspor Indonesia telah 

memenuhi Ketentuan Asal Barang 

Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).

8. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya 

disebut e-SKA adalah sistem pengajuan 

dan penerbitan SKA secara elektronik.

9. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya 

disebut IPSKA adalah instansi/badan/

lembaga yang ditetapkan oleh 

Menteri dan diberi kewenangan untuk 

menerbitkan SKA.

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of 

Origin of Indonesia) yang diatur dalam Pasal 

2 Peraturan Menteri ini meliputi Ketentuan 

Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 

Indonesia) Preferensi dan Ketentuan Asal 

Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) 

Non Preferensi.

ROO PREFERENSIROO PREFERENSI

Dalam Pasal 3 ayat 1 (satu) ROO Preferensi 

hanya digunakan untuk memperoleh fasilitas 

pengurangan atau pembebasan tarif bea 

masuk yang diberikan oleh suatu negara atau 

sekelompok negara berdasarkan ketentuan 

dalam perjanjian internasional yang telah 

disepakati atau berdasarkan penetapan 

sepihak dari suatu negara atau sekelompok 

negara tujuan ekspor. Sedangkan ROO Non 

Preferensi hanya digunakan untuk memenuhi 

permintaan dari suatu negara, importir 

dan/atau eksportir terhadap barang ekspor 

Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas 

pengurangan atau pembebasan tarif bea 

masuk.

Berdasarkan Permendag Nomor 77/M-DAG/

PER/10/2014 sebagaimana diterangkan dalam 

Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 7, ROO Preferensi 

didasarkan pada Ketentuan Asal Barang 

Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) yang 

diatur dalam perjanjian internasional yang 

telah disepakati dan Ketentuan Asal Barang 

Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) 

Preferensi yang ditetapkan oleh negara 

pemberi preferensi. 

ROO NON PREFERENSIROO NON PREFERENSI

Berdasarkan Permendag No. 77/M-DAG/

PER/10/2014 sebagaimana dinyatakan 

didalam Pasal 3 ayat 2 menerangkan bahwa  

ROO Non Preferensi hanya digunakan untuk 

memenuhi permintaan dari suatu negara, 

importir dan/atau eksportir terhadap barang 

ekspor Indonesia dengan tidak memperoleh 

fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif 

bea masuk. Jadi secara garis besar bahwa ROO 

Non Preferensi itu didasarkan pada pilihan 

Eksportir sesuai dengan adanya perjanjian 

internasional atau permintaan importir di 

negara tujuan ekspor sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 7 Permendag Nomor 77/M-DAG/

PER/10/2014.

KRITERIA ASAL BARANGKRITERIA ASAL BARANG

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of 

Origin of Indonesia) Preferensi dan Ketentuan 

Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 

Indonesia) Non Preferensi harus memilki kriteria 

asal barang. Kriteria asal barang digunakan 

untuk mendeteksi atau mengetahui secara 

rinci dengan data-data dalam penelusuran asal 

barang, baik dalam ROO Preferensi maupun 

ROO Non Preferensi.

Dalam Permendag Nomor 77/M-DAG/

PER/10/2014, pengaturan tentang Kriteria ROO 

jelas diatur dalam Pasal 5 (lima) sampai dengan 

Pasal 13. 

Adapun kriteria asal barang ROO Preferensi 

dan ROO Non Preferensi dimaksud terdiri dari 

kriteria sebagai berikut:

(1) kriteria asal barang (origin criteria),  terdiri 

dari  kriteria asal barang (origin criteria):

a. (wholly obtained; (Pasal 6 dan Pasal 8)

b. kandungan nilai tambah; (Pasal 6 dan 

Pasal 9)

c. perubahan klasifi kasi tarif (change in 

tariff  classifi cation); (Pasal 6 dan Pasal 

10) dan

ROO NON PREFERENSI
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d. proses khusus (spesifi c process). 

(Pasal 6 dan Pasal 11)

(2) kriteria pengiriman (consignment criteria); 

(Pasal 6 dan Pasal 12) dan

(3) ketentuan mengenai proses penerbitan 

SKA (procedural provision), akan diatur 

lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, 

pada saat penuilis membuat tulisan 

ini masih didasarkan pada Permendag 

Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010.

Barang yang memenuhi kriteria wholly 

obtained sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 Permendag Nomor 77/PER/M-DAG/10/2014) 

hanyalah Barang yang seutuhnya diperoleh 

dari sumber yang ada di Indonesia atau 

Barang yang diproduksi di Indonesia dengan 

menggunakan bahan baku yang seutuhnya 

diperoleh dari sumber yang ada di Indonesia, 

seperti barang sebagaimana berikut:

a. Barang tambang dan substansi lain yang 

timbul secara alami yang diambil dari 

teritorial Indonesia;

b. Barang pertanian dan kehutanan yang 

dipanen atau dikumpulkan di Indonesia;

c. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan 

di Indonesia;

d. Barang-barang yang dihasilkan dari 

binatang hidup di Indonesia;

e. Barang yang didapat dari hasil berburu 

atau memancing/perikanan tangkap di 

teritorial Indonesia;

f. Barang-barang dari hasil memancing atau 

menangkap di laut dan barang-barang 

lain yang diambil dari laut oleh kapal 

berbendera Indonesia baik di dalam atau 

di luar teritorial Indonesia; 
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g. Barang-barang yang langsung diolah di 

kapal berbendera Indonesia baik di dalam 

atau di luar teritorial Indonesia yang 

diproduksi menggunakan bahan baku 

sebagaimana dimaksud pada huruf f;

h. Barang-barang yang diambil dari dasar 

laut atau lapisan bawah tanah di bawah 

dasar laut di luar teritorial Indonesia, 

dengan ketentuan bahwa Indonesia 

memiliki hak untuk mengeksploitasi dasar 

laut atau lapisan bawah tanah tersebut; 

i. Sisa dan limbah yang dihasilkan dari 

operasional pabrikasi atau pengolahan 

atau dari konsumsi di Indonesia dan 

hanya cocok untuk dibuang atau untuk 

pemanfaatan kembali sebagai bahan 

baku; dan

j. Barang-barang yang diproduksi di 

Indonesia dengan menggunakan bahan 

baku dari barang sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sampai dengan huruf i yang 

seluruhnya berasal dari Indonesia.

Jadi Surat Keterangan Asal (SKA) dapat 

diterbitkan apabila kriteria asal barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

Permendag Nomor 77/PER/M-DAG/10/2014) 
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d. proses khusus (spesifi c process). 

(Pasal 6 dan Pasal 11)

(2) kriteria pengiriman (consignment criteria); 

(Pasal 6 dan Pasal 12) dan

(3) ketentuan mengenai proses penerbitan 

SKA (procedural provision), akan diatur 

lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, 

pada saat penuilis membuat tulisan 

ini masih didasarkan pada Permendag 

Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010.

Barang yang memenuhi kriteria wholly 

obtained sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 Permendag Nomor 77/PER/M-DAG/10/2014) 

hanyalah Barang yang seutuhnya diperoleh 

dari sumber yang ada di Indonesia atau 

Barang yang diproduksi di Indonesia dengan 

menggunakan bahan baku yang seutuhnya 

diperoleh dari sumber yang ada di Indonesia, 

seperti barang sebagaimana berikut:

a. Barang tambang dan substansi lain yang 

timbul secara alami yang diambil dari 

teritorial Indonesia;

b. Barang pertanian dan kehutanan yang 

dipanen atau dikumpulkan di Indonesia;

c. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan 

di Indonesia;

d. Barang-barang yang dihasilkan dari 

binatang hidup di Indonesia;

e. Barang yang didapat dari hasil berburu 

atau memancing/perikanan tangkap di 

teritorial Indonesia;

f. Barang-barang dari hasil memancing atau 

menangkap di laut dan barang-barang 

lain yang diambil dari laut oleh kapal 

berbendera Indonesia baik di dalam atau 

di luar teritorial Indonesia; 
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g. Barang-barang yang langsung diolah di 

kapal berbendera Indonesia baik di dalam 

atau di luar teritorial Indonesia yang 

diproduksi menggunakan bahan baku 

sebagaimana dimaksud pada huruf f;

h. Barang-barang yang diambil dari dasar 

laut atau lapisan bawah tanah di bawah 

dasar laut di luar teritorial Indonesia, 

dengan ketentuan bahwa Indonesia 

memiliki hak untuk mengeksploitasi dasar 

laut atau lapisan bawah tanah tersebut; 

i. Sisa dan limbah yang dihasilkan dari 

operasional pabrikasi atau pengolahan 

atau dari konsumsi di Indonesia dan 

hanya cocok untuk dibuang atau untuk 

pemanfaatan kembali sebagai bahan 

baku; dan

j. Barang-barang yang diproduksi di 

Indonesia dengan menggunakan bahan 

baku dari barang sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sampai dengan huruf i yang 

seluruhnya berasal dari Indonesia.

Jadi Surat Keterangan Asal (SKA) dapat 

diterbitkan apabila kriteria asal barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

Permendag Nomor 77/PER/M-DAG/10/2014) 
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